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. TUJUAN

1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme penundaan
pembayaran uang kuliah tunggal di FISIP.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB ini meliputi:

2.1. Tata cara penundaan pembayaran uang kuliah tunggal

2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam keuangan dan akademik

DEFINISI/KATA KUNCI

3.1. Penundaan pembayaran uang kuliah tunggal adalah mekanisme yang harus
dilaksanakan dalam mengajukan penundaan pembayaran SPP semester ganijil.

PENGGUNA

Pengguna POB ini adalah:

4.1. Dekan

4.2. Wakil Dekan Il

4.3. Kasubag Keuangan dan Sumber Daya Manusia

4.4. Mahasiswa

PERSYARATAN

5.1. Surat permohonan

5.2. Slip SPP semester lalu.

5.3. Penundaan SPP hanya dilaksanakan pada semester ganijil

5.4. Penundaan SPP hanya bisa dilakukan satu kali
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6. PROSEDUR

Kasubag Keuangan
dan SDM untuk
diarsipkan

UKT dan Berkas

NO. KEGIATAN PELAKSANA | KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT
. Pembuatan surat
Mahasiswa membuat
permohonan
surat permohonan Berkas penundaan
1 penundaan Mahasiswa penundaan UKT, 5'1(.) pembayaran UKT
pembayaran UKT dan menit
. komputer/laptop dan syarat
melengkapi syarat
penundaan
penundaan UKT pembayaran UKT
Mahasiswa Surat
mengantarkan surat ermohonan Pengantaran surat
permohonan . P 5-10 permohonan
2 Mahasiswa penundaan !
penundaan embavaran menit penundaan
pembayaran UKT ke P UKYF pembayaran UKT
Wakil Dekan |l
Wakil Dekan Il surat Pemeriksaan dan
memeriksa surat ermohonan memparaf surat
3 permohonan Wakil Dekan P enundaan 1 hari permohonan
penundaan 1 pemba aran penundaan
pembayaran uang P UKYI' pembayaran uang
kuliah tunggal kuliah tunggal
Mahasiswa
mengambil berkas Surat Persetujuan dan
permohonan permohonan disposisi
4 penundaan Mahasiswa penundaan 5-10 penundaan
pembayaran uang embavaran menit pembayaran biaya
kuliah tunggal yang P UKYI' uang kuliah tunggal
telah disetujui Wakil (UKT)
Dekan Il
Mahasiswa Surat Pengantaran surat
memfotocopy berkas ermohonan ermohonan
5 permohonan Mahasiswa ppenundaan 5-10 ppenundaan
penundaan embayaran menit embayaran UKT
pembayaran uang P Y P yarar .
. UKT dan Berkas yang telah disetujui
kuliah tunggal
Mahasiswa
m:r?g;:i:ﬁn berkas Surat Pengantaran surat
penundaan Mahasiswa permohonan 5-10 permohonan
6 |P Wakil Dekan penundaan ! penundaan
pembayaran uang menit
. Il pembayaran pembayaran UKT
kuliah tunggal ke UKT dan Berkas yang telah disetujui
Wakil Dekan Il untuk
diarsipkan
Mahasiswa
menyerahkan berkas
permohonan Mahasiswa Surat Pengantaran surat
penundaan Kasuba permohonan 5-10 permohonan
7 | pembayaran uang Keuan agn penundaan menit penundaan
kuliah tunggal ke dan SI%M pembayaran pembayaran UKT

yang telah disetujui
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7. ALUR KERJA

Alur kerja prosedur penundaan pembayaran uang kuliah tunggal dapat dilihat sebagai
berikut:

ALUR KERJA PENUNDAAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL

KASUBAG
KEUANGAN & SDM

MAHASISWA WAKIL DEKAN II

Membuat surat
permohonan dan
melengkapi berkas

v

Dekan memeriksa,

Mengantar surat )
9 menandatangani dan

permohonan o
menyetujui
| permohonan
penundaan

pembayaran uang
kuliah tunggal (UKT)
serta memberikan
disposisi

Mengambil dan
mengantar surat
permohonan
penundaan
pembayaran UKT yang
telah didisposisi

A

A 4

Mahasiswa
memfotocopy berkas
permohonan
penundaan

pe&ﬁ:mﬁgszp . Berkas permohonan
penundaan
pembayaran uang
N kuliah tunggal ke ( Berkas \
Wakil Dekan Il untuk permohonan
diarsipkan penundaan
pembayaran uang

kuliah tunggal ke
Kasubag
Keuangan dan
SDM untuk

\ diarsipkan j

\ 4
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